
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAW A BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 71 TAHUN 2022 

TENTANG 

PUSAT KESEJAHTERAAN SO SIAL PENANGANAN KEMISKINAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menim bang 

Mengingat 

BUPATI TASIKMALAYA, 

a. bahwa dalam upaya memberi pelayanan kesejahteraan 
so sial di masyarakat, agar lebih efektif dan efisien dan 
dapat ditangani secara terstruktur dan terpadu oleh Sistem 
Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) melalui desa, maka 
perlu membentuk pusat kesejahteraan sosial pen anganan 
kemiskinan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dirnaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peratu ran Bupati 
tentan g Pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial 
Penanganan Kemiskinan; 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pem bentukan Daerah-Daerah Kabupaten Bandung dalam 
Lin gkungan Provinsi J awa Barat (Berita Negara Tahun 
1950) sebagaimana telah diubah den gan Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pem bentukan Kabupaten 

. Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah 
Un dang-Undang Nomor 14 Tahu n 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkun gan Provinsi J awa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 31, tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sos ial (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 12 (Tambahan lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang 
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 
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4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5795) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diu bah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pe erintah 
Pusat dan Pem rintahan Daerah (Lembaran egara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

6. Peraturan Pemerin tah Nomor 39 Tahun 201 2 tentang 
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara 
Republ' k Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan 
Lembara n Negara Republik Indonesia Nomor 5294); 

7 . Peraturan Pres'den Nomor 15 Tahun 2010 ten tang 
erce atan en anganan Kemiskinan sebagaim a a telah 

di ba en an Pera turan esiden Nomor 96 Tahun 2015 
tentang Perubaha n Atas Peraturan Presiden N mor 15 
Ta n 2010 tentang Perce atan Penanganan Kem iskinan 
(Le baran Negara Repu 'k Indonesia Tahun 20 15 Nomor 
199); 

8. Peraturan Menteri osial Nomor 15 Tahun 20 18 tentang 
Siste Layanan dan Ruju kan Terpadu Un tuk Pe anganan 
Fakir Miskin dan Orang idak Mampu; 

9. Pera ran irektorat Jen deral Pemberdayaan Sosial Nomor 
16 1 Ta hun 2020 tentang Pedom an Umum Pelaksanaan 
Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu dan Pusat 
Kesehatan Sosial untuk Penanganan Fakir Miskin dan 
Ora ng id a k Mampu ; 

10. Pe a turan Daerah Kabupa en TasikmaIaya Nomor 1 Tahun 
2016 te tang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten TasikmaIaya Tahun 
2016 Nomor 1); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2016 Nomor 7) , sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Daerah Kabupaten TasikmaIaya Nomor 7 Tahu n 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten TasikmaJaya Tahun 
2021 Nomor 3); 



3 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT 
KESEJAHTERAAN SOSIAL PENANGANAN KEMISKINAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam peraturan Bu a ill ang imak d de an: 
1. Daerah a dalah Daerah Kabupa ten Tasikmalaya. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pem eri tahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yan g 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bu pa' adalah Bupati Tasikmalaya . 

urusan 
enjadi 

4. Pe angkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. 

5. Dina s osial, Pen gendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 
Perempuan da n Perlindungan An a k adalah Dinas Sosial, Pen gendalian 
Pendudu k, Keluarga Berencana, P m berdayaan Perempuan dan erli dungan 
Anak Ka b paten asikm laya; 

6. Desa a d alah ke atuan masyaraka h uk m yang memeliki batas . ayah yang 
berwen ang untuk mengat r dan mengurus urusan p m erintahan, 
kepen tingan masyarakat, h ak asal usul dan atau Jhak tradisional yang diakui 
dan dihormati dalam sistem pemerintahan n egara kesatu Republik 
Indones ia. 

7. Pemerintahan Desa adalah p nyelengga aan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam s istem Pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesi . 

8. Pemerin tah Desa adalah kepala desa dibantu pe angkat desa sebagai unsur 
penyelenggara pem erin tahan desa. 

9 . Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang d' tetapkan oleh 
kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan 
Desa. 

10. Unsur pemerintah adal pegawai negeri s'pil yang memenuhi syarat 
kepangkatan sesuai ketentuan perundang-undangan. 

11. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit individual dan 
final yang ditandatangani oleh kepala desa. 

12. Lembaga lainnya adalah instansi di luar pemerintah daerah yang ikut 
berperan aktif maupun pas if dalam penanganan kemiskinan di Kabupaten 
Tasikmalaya seperti instansi vertikal, perusahaan swasta organlsasl 
masyarakat lembaga swadaya masyarakat dan lain-lain. 

13. Kalangan profesional adalah orang organisasi yang berbadan hukum di luar 
pemerintah dan telah memiliki kapasitas dalam bidangnya. 

14. Lintas sektoral adalah perlibatan berbagai perangkat daerah dan pihakJ 
lembaga swasta. 

15. Penanganan kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang 
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dilakukan secara sistematis terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan 
masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. 

16. Sistem Layanan Rujukan Terpadu penanganan Kemiskinan adalah unit 
Pelaksana Pelayanan Terpadu Lintas Sektoral yang menangani masalah 
kesejahteraan sosial dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan sosial di 
masyarakat. 

17. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material 
spiritual dan so sial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu 
mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. 

18. Fungsi sos ial adalah kemampuan seseorang dalam m laksanakan tugas 
kehidupan m emen uhi ke butuhan dan m en gatasi masalah. 

19. Pen andang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya diseb PMKS 
ad alah perseorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarak t k ena 
su a tu hambatan kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fu ngsi 
sos ialnya sehingga tidak dapat terpen u hi kebutuhan hidupnya baik ja smani 
rna pu n roh ani maupun sosial secara memadai dan wajar. 

20. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS 
adalah potensi dan kern puan yang ada d i masyarakat baik manusiawi, 
so sial maupun alam yang d pat digali dan didayagunakan untuk m enangani 
men egah timbul dan atau berkem bangnya permasalahan kesejahteraan 
sosial dan me . ngkat taraf es jahteraa sosial m a syarakat . 

21. Penyelenggaraan Kesejahteraan So sial adalah upaya terarah, terpadu, 
berkelanjutan, bersifat pencegahan, penyembuhan, pemulih n, dan 
peng m bangan, ba · PMKS yang di akukan pemerintah daerah dan 
masyarakat dala m bent elayanan sosial na m emenuhi kebutuhan dasar 
setiap warga negara yang melipu i reha ilita si sosial, ja minan s sial dan 
pemberdayaan sosial dan perlin ungan sosial. 

22. Pelayanan Berbasis Ind ·vidu adalah bent k layanan dengan m enggunakan 
individ sebagai pelaku u tama dalam me berikan pelayanan kesejahteraan 
so sial dalam bidang pelayanan akses , inform asi/data, rujukan an kepada 
pelayanan. 

23. Pelayanan Berba sis Kelu arga adalah bentuk layanan dengan menggunakan 
keluarga sebagai pelaku u tama dalam memberikan pelayanan kesejahteraan 
so sial dalam bidang pelayanan akses, informasi/data, rujukan dan kepada 
pelayanan. 

24. Pelayanan Berbasis Masyarakat a alah bent k layanan dengan menggunakan 
komunitas dan atau masyarakat sebagai pelaku utama dalam memberikan 
pelayanan kesejahteraan sosial dalam pelayanan akses, informasij data, 
rujukan dan advokasi kepada kelayanan. 

BAB II 
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN STRUKTUR PUSKESOS 

Bagian Kesatu 
Pembentukan dan Kedudukan 

Pasal2 

(1) Dengan Peraturan Bupati illl dibentuk Pusat Kesejahteraan So sial 
Penanganan Kemiskinan di Desa yang selanjutnya disebut Puskesos. 
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(2) Puskesos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat 
pemberian pelayanan secara terintegrasi di bidang pelayanan kesejahteraan 
sosial yang berkedudukan di Desa didasarkan pada pemanfaatan pelayanan: 
a. Pendidikan; 
b. Kesehatan; 
c . Kependudukan; 
d. Sosial; 
e. Ekonomi dan usaha; serta 
f. Pelayana n dasar lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. 

(3) Puskesos sebagaimana dimaksud pada aya t (1) berkedudu kan sebagai unit 
pelaksana yang bergerak di bidang p elayanan sosial secara langsung, 
m elip u t i: 
a . aksebilitas layanan sosial; 

pelayanan sosial untuk 'ukan; 
c. pelayanan so sial untuk advokasi; serta 
d. penyed ia data dan informasi. 

Bagian Kedua 
Susu n an an Struktur Puskesos 

Pasal3 

(1) Susu nan 0 ganisasi terdi . dari : 
a. Pen anggung ja wab adalah Kepala Desa; 
b. Ke a keso d " abat 0 eh ke a la urusan kesejahteraan ata u tokoh 

m a syarakat yang k p en,dan; 
c. Un sur pe aksana . 

(2) Uns r pelaksana sebag 'm ana dim aksud pada ayat (2) huruf c meliputi : 
a. U it skesos yang m engurusi akse in forma si/ data kepen dudukan, 

Bagian informa i an regist asi (fti n t Olft e) yang diseb t dengan 
Ben dahara Pen erima Lap ran Puskesos Ber tanggun g jawa b melakukan 
registra s i dan mene ' a kelu han, di tamakan dari unsur PSKS terdiri 
dari: 
1. Petug s p enerima laporan; dan 
2. Petugas pen ge la data. 

b. Unit puskesos y ng rnengurusi akses pelayanan rujukan sosial, 
memfasilitasi usaha eko omi masyarakat miskin, rentan miskin. Bagian 
Layanan dan Rujukan (Back Office) yang disebut dengan Sekretariat 
pengolah Data Puskesos Bertanggung jawab terhadap layanan, rujukan 
dan penanganan keluhan diutamakan dari unsur PSKS terdiri dari: 
1. Petugas yang membidangi pendidikan; 
2. Petugas yang membidangi kesehatan; dan 
3. Petugas yang membidangi so sial ekonomi termasuk penanganan 

khusus kekerasan anak. 
c. Petugas sebagaimana dimaksud pada huruf b, di bawah bimbingan dan 

koordinasi dinas teknis yang ada diwilayah seperti Dinas Kesehatan, 
Dinas So sial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Unit Pelaksana 
Teknis Dinas lainnya. 
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(3) Susunan keanggotaan organisasi Puskesos sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. 

(4) Puskesos sebagaimana dimaksud p ada ayat (1) didampingi oleh fasilitator 
sistem SLRT penanganan kemiskin an. 

BABIII 
TUGAS, FUNGSI DAN SASARAN 

Pasa15 

Puskesos mem punyai tugas pokok melaksanakan pelayanan sosial secara merata 
terpadu d alam m enangani masalah kesejahteraan sosial yang a da d i desa antara 
lain: 
a. m enyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk kegiatan Puskesos; 
b. m en dukung dan m emfasilitasi pemutahiran Daftar Pener ima Manfaat di 

ting at desa; 
c. m rekrut dan mengelola fasilitator; 
d. me ca tat keluhan penduduk miskin dan rentan miskin kedalam sistem 

aplik a i Puskesos yang terhubung den gan SLRT Penanganan Kemiski an; 
e. melayani, m en angani, dan menyelesaikan kelu han pen duduk miskin dan 

rentan miskin sesuai kapasitas Puskesos , a gar masya rakat mendapa tkan h ak
haknya d alam menerima pelayanan kesej a hteraan sosial anpa adanya 
hamba tan atau dis . inasi karena a lasan tertentu; 

f. mem ber 'kan ruj an ke h an penduduk m iskin dan rentan m iskin kepada 
pengelola program/ a anan sosial d i esa a au di daerah m lalui SL T; 

g. mem angun dan meni dakl njuti kemitraan dengan lembaga non Pemerintah 
terma su k pih ak swa s ta (CS ) di d esa sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; dan 

h. menyusun aporan keg' atan skesos ke SLRT Kabu paten u n tuk d isampaikan 
kepada Sekretariat asional a n pihak terkait lainnya d i daerah. 

Pasal6 

Dalam melak anakan tugas sebagai ana dimaksud dalam Pasal 5, Puskesos 
dalam pelaksana penanganan kemis . an memiliki fungsi m elakukan kegiatan 
pelayanan sosial ersama secara sinergis d an terpadu antara kelompok 
masyarakat dalam k munitas yang ada di desa dalam Penyelenggaraan 
Kesejahteraan Sosial. 

Pasa1 7 

Sasaran atau manfaat Puskesos meliputi semua Pemerlu Pelayanan 
Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ada di desa. 

BABIV 
PROSES PELAYANAN PUSKESOS 

Bagian Kesatu 
Basis Pelayanan 

Basis pelayanan Puskesos adalah: 
a. pelayanan berbasis individu; 

Pasal8 
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b. pelayanan berbasis keluarga; 
c. pelayanan berbasis masyarakat. 

Bagian kedua 
Prosedur Layanan Puskesos 

Pasal9 

(1) Prosedur layanan di dalam Puskesos meliputi: 
a. Registrasi; 
b. Seleksi; 
c. Penem patan; 
d. Pengawasan; dan 
e . indak lanjut. 

(2) egistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan 
penerimaan layanan yang dikehendaki masyarakat dengan melampirkan 
per sya ratan adminduk termasuk foto rumah tinggal yang bertitik kord i at. 

(3) Sel ksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b m erupakan egiatan 
ide tifikasi personal untuk dapat tidaknya memperoleh layanan dari uskesos 
yang kemudian di tindaklanj ti. 

(4) Penem patan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c m erupakan 
kegia tan menent kan pe ayanan yang akan diterima sesuru dengan 
permasalahan sosial ang dia aminya dan diteruskan kepada 1 m aga yang 
melayan ·nya, m lalui sistem Layanan Rujukan Terpadu Pe anganan 
Kemiskinan. 

(5) Pengawasan se agaimana dimaksud pada aya t (1) h uruf d m erupakan 
kegia tan me gawasi kemajuan dan keberha silan proses pelayanan yang 
dite ·ma. 

(6) Tindak lanjut se agaim an dimaksu d p d a ayat (1) huruf e m erupakan 
lanjut n d a ri proses elayanan yang d iterima d ilanjutkan dengan peningkatan 
dan pe g mbangan kapa ita s agar m a mp hidup Iayak di teng asyarakat. 

Bagian Ketiga 
Standar Pelayanan Minimum 

Pasall0 

Standar Pelayanan Minim m Sarana dan Pr sarana Pusat kesejahtera an Sosial 
meliputi: 
a. tempat yang dijadikan pusat kegia tan bersama; 
b . tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga administrasi dan pelayanan sosial; 

dan 
c. peralatan yang terdiri dari peraIatan penunjang perkantoran dan peraIatan 

penunjang pelayanan teknis. 

Bagian Keempat 
Standar Operasional Prosedur Pengaduan 

PasaI 11 

Standar operasional prosedur pengaduan pada Puskesos meliputi: 
a. menyediakan formulir tamuf masyarakat yang datang; 
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b. mengisi surat pengaduan permohonan pe1ayanan; 
c. melakukan penelahaan suratj pengaduan; 
d. memeriksa kelengkapan suratj pengaduan; 
e . menyampaikan prasyarat pelayanan; 
f. memberikan pelayanan yang dibutuhkan; 
g. memberikan arahan dan bimbingan yang dibutuhkan; 
h. berkoordinasi dengan SLRT apabila tidak dapat diselesaikan di tingkat desa. 

Bagian Kelima 
Peningkatan Kapasitas 

Pasal 12 

(1) Petuga s Puskesos wajib mendapatkan pelatihan dasar tentang pel yanan 
sos ial baik yang d iselenggarakan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun 
kabu paten, desa serta pelatihan yang dilaksanakan oleh dunia u saha atau 
Lem baga Swadaya Masyarakat. 

(2) Pela tihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi birnbingan teknis 
ses ai dengan tugas poko masing-m a sing pe ugas Puskesos. 

Bagian Keenam 
Peran Kecamatan 

Pa sal 13 

(1) Pemerintah kecama an berp an dalam hal: 
a. pelaksanaa sosiali a si; 
h. peningkatan kapasita s ; 
c. pem bela' aran antar d sa; 
d . m on itorin g Puskeso ; 
e. mendu kun g pe1aksanaan rakor kecamatan penanganan kemiskin an paling 

sedikit 2 (du a) ka i dalam setahun. 

(2) Kecamatan menyediakan ruang kerja u ntuk Suvervisor SLRT. 

(3) Pembina Puskesos tingkat kecamatan adalah Camat m elalui Kepala Seksi 
Kesejahteraan Sosial. 

(4) Puskesos berkoordina s i dan melaporkan kegiatannya ke SLRT dengan 
tembusan kepada Kepala Desa dan Camat. 

Hasil kerja Puskesos adalah: 
a. tersedianya data PPKS; 

Bagian Ketujuh 
Hasil Kerja 

Pasal14 

h. terlaksananya pemuktahiran data keluarga penerima manfaat secara dinamis; 
c . pencatatan kepesertaan dan kehutuhan program. 
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BABV 
BIAYA 

Pasal 15 

(1) Petugas Puskesos diberikan honor sesuai dengan kemampuan keuangan desa 
dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 

(2) Sumber pembiayaan Puskesos dapat bersumber dari: 
a . Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 
b. Anggaran en apa an dan anja Dae ah Provinsi; 
c. Anggar Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya; 
d. Anggaran Dana Desa; 
e. Aloka i Dana Desa; 
f. Lain -lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat. 

BABVI 
KETENTUAN PENUTU 

Pa sal 16 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar se 'ap or g en getahuinya, em intahkan pengun dangan Peraturan 
Bupati i . d engan penempatannya dalam Berita aerah Kabupa en Ta sikmalaya. 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 71 


